
 

 

 

 

 

 

999 

 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 2 No: 1, Januari 2025                                       

E-ISSN : 3047-7824 

DAMPAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

EKONOMI: KASUS PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI 
 

THE IMPACT OF LAW ENFORCEMENT ON ECONOMIC CRIMES: THE 

CASE OF SUBSIDIZED FERTILIZER SALES 
 

Tota Roganda Siahaan1, Hudi Yusuf2 

Universitas Bung Karno 
Email: totasiahaan26@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com 

 
Article history :  

Received : 12-01-2025  
Revised   : 13-01-2025  
Accepted: 15-01-2025 
Published: 18-01-2025  

 

Abstract 

 

Economic crime in the sale of subsidized fertilizer in Indonesia is a very 

important and complex issue, which not only affects the welfare of farmers but 

also has an impact on national food security. This research aims to identify 

various factors that cause economic crime in the distribution of subsidized 

fertilizer, as well as evaluate its impact on farmers and society as a whole. 

Apart from that, this research also analyzes the role of law enforcement in 

preventing detrimental illegal practices. The method used in this research is a 

qualitative approach with a case study design, which allows researchers to 

explore complex social phenomena and gain a deeper understanding. The 

research results show that unclear regulations, weak supervision from the 

authorities, and the economic motivation of perpetrators contribute to illegal 

practices in the distribution of subsidized fertilizer. Therefore, effective and 

transparent law enforcement is very important to create a fair distribution 

system and ensure that all farmers, especially small and vulnerable ones, get 

proper access to the subsidized fertilizer they need. The conclusions from this 

research confirm that concrete steps are needed to improve regulations and 

increase supervision so that illegal practices can be minimized. 
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Abstrak 

 

Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Merupakan Isu Yang Sangat 

Penting Dan Kompleks, Yang Tidak Hanya Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Tetapi Juga Berdampak 

Pada Ketahanan Pangan Nasional. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengidentifikasi Berbagai Faktor Yang 

Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi, Serta Mengevaluasi 

Dampaknya Terhadap Petani Dan Masyarakat Secara Keseluruhan. Selain Itu, Penelitian Ini Juga 

Menganalisis Peran Penegakan Hukum Dalam Mencegah Praktik Ilegal Yang Merugikan. Metode Yang 

Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Kualitatif Dengan Desain Studi Kasus, Yang 

Memungkinkan Peneliti Untuk Menggali Fenomena Sosial Yang Kompleks Dan Mendapatkan Pemahaman 

Yang Lebih Mendalam. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Ketidakjelasan Regulasi, Lemahnya 

Pengawasan Dari Pihak Berwenang, Dan Motivasi Ekonomi Pelaku Berkontribusi Terhadap Praktik Ilegal 

Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi. Oleh Karena Itu, Penegakan Hukum Yang Efektif Dan Transparan 

Sangat Penting Untuk Menciptakan Sistem Distribusi Yang Adil Dan Memastikan Bahwa Semua Petani, 

Terutama Yang Kecil Dan Rentan, Mendapatkan Akses Yang Layak Terhadap Pupuk Bersubsidi Yang 

Mereka Butuhkan. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Menegaskan Bahwa Diperlukan Langkah-Langkah 

Konkret Untuk Memperbaiki Regulasi Dan Meningkatkan Pengawasan Agar Praktik Ilegal Dapat 

Diminimalisir. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Pupuk Bersubsidi, Penegakan Hukum 
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PENDAHULUAN 

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas 

terhadap perekonomian suatu negara. Di Indonesia, sektor pertanian memegang peranan penting 

dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pupuk bersubsidi dirancang 

untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka dengan biaya yang lebih 

terjangkau. Namun, praktik penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat merugikan petani 

dan mengganggu stabilitas ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya 

berdampak pada individu petani, tetapi juga dapat mempengaruhi rantai pasokan pangan secara 

keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami bagaimana tindak pidana ekonomi ini terjadi dan apa saja faktor yang 

mempengaruhinya (Santoso, 2017). 

Pupuk bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi petani yang memenuhi syarat dan 

membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, dalam praktiknya, 

sering kali terjadi penyimpangan di mana pupuk tersebut dijual kepada pihak-pihak yang tidak 

berhak. Hal ini tidak hanya merugikan petani yang seharusnya mendapatkan akses, tetapi juga 

menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan 

penurunan hasil pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Dalam banyak kasus, 

petani yang seharusnya mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau terpaksa membeli dari pasar 

gelap dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang pada gilirannya mengurangi margin keuntungan 

mereka dan meningkatkan risiko kebangkrutan. Situasi ini menciptakan siklus kemiskinan yang 

sulit diputus, di mana petani tidak dapat berinvestasi dalam teknologi atau praktik pertanian yang 

lebih baik. 

Salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk 

bersubsidi adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun terdapat regulasi yang 

mengatur distribusi pupuk, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Korupsi, 

kolusi, dan nepotisme dalam proses distribusi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh 

pemerintah. Tanpa adanya tindakan tegas, pelanggaran hukum akan terus terjadi, dan dampaknya 

akan dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ekonomi ini 

beroperasi dengan impunitas, merasa bahwa mereka tidak akan dihukum karena lemahnya sistem 

hukum. Hal ini menciptakan lingkungan di mana praktik ilegal menjadi norma, dan petani yang 

jujur merasa tertekan dan tidak berdaya. 

Kasus penjualan pupuk bersubsidi yang terungkap dalam putusan nomor 562 

K/Pid.Sus/2018 menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Dalam kasus tersebut, terungkap 

bahwa terdapat individu atau kelompok yang melakukan praktik penjualan pupuk bersubsidi secara 

ilegal, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan petani. Putusan ini tidak hanya memberikan 

sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana ekonomi di Indonesia. Proses hukum yang diambil dalam kasus ini menunjukkan 

bahwa meskipun ada tantangan besar, masih ada harapan untuk menegakkan keadilan dan 

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, 

diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dari semua pihak terkait. 

Dampak dari tindak pidana ekonomi ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi 

juga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan petani terhadap sistem yang ada. Ketika petani 
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merasa bahwa mereka tidak mendapatkan akses yang adil terhadap pupuk bersubsidi, mereka 

mungkin akan beralih ke alternatif lain yang lebih mahal, yang pada gilirannya dapat mengurangi 

produktivitas pertanian. Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan 

masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian sebagai sumber utama 

penghidupan. Ketidakpercayaan ini juga dapat menyebabkan petani enggan untuk melaporkan 

penyimpangan atau praktik ilegal, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau 

tidak akan membawa perubahan yang berarti. 

Selain itu, tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi juga mencerminkan 

masalah yang lebih besar dalam sistem ekonomi dan hukum di Indonesia. Ketidakadilan dalam 

distribusi sumber daya dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan perlunya reformasi yang 

lebih mendalam. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memperkuat sistem 

pengawasan dan penegakan hukum agar praktik-praktik ilegal dapat diminimalisir. Reformasi ini 

tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik ilegal. Dengan melibatkan 

masyarakat, diharapkan akan tercipta transparansi yang lebih baik dan akuntabilitas dalam distribusi 

pupuk bersubsidi. 

Pentingnya penelitian dan analisis terhadap kasus ini tidak hanya untuk memahami 

dinamika hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem. 

Dengan mempelajari putusan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam 

mencegah tindak pidana ekonomi di masa depan. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan 

bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik dan lebih adil bagi semua 

pihak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga penegak 

hukum dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien(Wahyudi, 

2012). 

Alhasil, latar belakang masalah ini menegaskan bahwa tindak pidana ekonomi, khususnya 

dalam konteks penjualan pupuk bersubsidi, adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian 

serius dari semua pihak. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya, diharapkan dapat 

ditemukan langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, 

serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan bagi petani dan masyarakat luas. Kesadaran 

akan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil, serta perlunya kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi 

di Indonesia? 

2. Bagaimana dampak tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi terhadap petani 

dan ketahanan pangan nasional? 

3. Apa peran penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ekonomi 

terkait pupuk bersubsidi? 
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Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi. 

2. Mengevaluasi dampak dari tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi terhadap 

kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. 

3. Menganalisis peran dan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana ekonomi 

terkait pupuk bersubsidi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali 

secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti tindak pidana ekonomi dalam penjualan 

pupuk bersubsidi. Dalam konteks ini, studi kasus akan difokuskan pada analisis putusan nomor 562 

K/Pid.Sus/2018, yang menjadi representasi dari praktik ilegal dalam distribusi pupuk bersubsidi. 

Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, wawancara dengan 

pihak-pihak terkait seperti petani, distributor pupuk, dan pejabat pemerintah, serta observasi 

lapangan. Wawancara semi-terstruktur akan digunakan untuk mendapatkan perspektif yang lebih 

mendalam mengenai pengalaman dan pandangan para informan terkait dengan praktik penjualan 

pupuk bersubsidi dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Selain itu, analisis dokumen akan 

dilakukan untuk memahami konteks hukum dan regulasi yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi 

di Indonesia. 

Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang 

diperoleh. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk mengelompokkan informasi yang relevan 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi 

yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor penyebab tindak pidana ekonomi, dampaknya 

terhadap petani dan ketahanan pangan, serta efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu 

tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi, serta rekomendasi yang dapat digunakan 

untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa depan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan 

Pupuk Bersubsidi 

Tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi di Indonesia sering kali dipicu 

oleh ketidakjelasan regulasi dan kebijakan yang ada. Dalam putusan nomor 562 K/Pid.Sus/2018, 

terungkap bahwa terdapat ambiguitas dalam peraturan yang mengatur pengadaan dan penyaluran 

pupuk bersubsidi. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan di lapangan, di mana pelaku usaha 

dapat dengan mudah memanfaatkan celah hukum untuk melakukan praktik ilegal. Misalnya, dalam 

kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman karena memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa hak, yang 

seharusnya hanya diperuntukkan bagi produsen, distributor, dan pengecer resmi. Ketidakpastian 

dalam regulasi ini memungkinkan pelaku untuk beroperasi di luar ketentuan yang ada, sehingga 
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memicu penyimpangan yang merugikan petani dan negara. Ketidakjelasan ini juga menciptakan 

situasi di mana petani yang seharusnya mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi menjadi bingung 

dan tidak tahu ke mana harus mengadu ketika mereka tidak mendapatkan hak mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana ekonomi. 

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor signifikan dalam 

terjadinya tindak pidana ekonomi ini. Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa meskipun ada regulasi 

yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. 

Pengawasan yang kurang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait memungkinkan praktik ilegal 

berkembang tanpa adanya sanksi yang berarti. Korupsi dan kolusi di antara pihak-pihak yang 

seharusnya mengawasi distribusi pupuk juga berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. 

Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang menjual pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa ada 

kegagalan dalam sistem pengawasan yang seharusnya melindungi kepentingan petani dan 

memastikan distribusi yang adil. Ketidakmampuan lembaga pengawas untuk mendeteksi dan 

menghentikan praktik ilegal ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum menjadi hal 

yang umum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum sangat 

diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan(Mukhlis, 2018). 

Motivasi ekonomi pelaku juga menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya tindak 

pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi. Dalam putusan, terlihat bahwa terdakwa 

melakukan praktik ilegal ini semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih 

besar. Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh distributor dan petani sering kali mendorong mereka 

untuk mengambil jalan pintas, seperti menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan yang ada. Dalam 

konteks ini, keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal menjadi daya 

tarik yang sulit ditolak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa 

faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap perilaku pelaku dalam melakukan tindak pidana. 

Selain itu, situasi pasar yang tidak stabil dan harga pupuk yang fluktuatif juga dapat memicu pelaku 

untuk mencari cara-cara ilegal untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, penting 

untuk memahami motivasi ekonomi ini agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam 

mencegah tindak pidana ekonomi. 

Budaya dan norma sosial di masyarakat juga berperan dalam mempengaruhi perilaku pelaku 

dalam penjualan pupuk bersubsidi. Dalam banyak kasus, praktik penjualan pupuk secara ilegal 

dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima dalam komunitas tertentu. Dalam putusan nomor 562 

K/Pid.Sus/2018, dapat dilihat bahwa tindakan terdakwa tidak hanya dipicu oleh keuntungan 

finansial, tetapi juga oleh norma sosial yang menganggap bahwa menjual pupuk bersubsidi di luar 

ketentuan adalah praktik yang dapat diterima. Budaya ini menciptakan lingkungan di mana 

pelanggaran hukum menjadi norma, dan pelaku merasa tidak ada risiko yang signifikan untuk 

melakukan tindakan ilegal. Misalnya, jika masyarakat di sekitar mereka juga terlibat dalam praktik 

serupa, pelaku mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak salah dan bahkan dapat dibenarkan. 

Oleh karena itu, perubahan dalam norma sosial dan budaya masyarakat sangat penting untuk 

mencegah terulangnya praktik-praktik ilegal di masa depan. Edukasi dan kampanye kesadaran 

tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dapat membantu mengubah pandangan 

masyarakat terhadap praktik ilegal ini. 
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Secara keseluruhan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ekonomi 

dalam penjualan pupuk bersubsidi sangat kompleks dan saling terkait. Ketidakjelasan regulasi, 

lemahnya pengawasan, motivasi ekonomi pelaku, serta budaya dan norma sosial yang ada, 

semuanya berkontribusi terhadap praktik ilegal ini. Putusan nomor 562 K/Pid.Sus/2018 

memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana berbagai faktor ini berinteraksi dan 

menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup perbaikan 

regulasi, peningkatan pengawasan, serta perubahan dalam norma sosial yang ada di masyarakat. 

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga harus menjadi bagian dari strategi untuk mencegah 

terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem 

distribusi pupuk yang lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan 

petani dan ketahanan pangan nasional(Setiawan, 1995). 

Dampak dari Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi Terhadap 

Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Nasional 

Tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kesejahteraan petani, terutama dalam hal kerugian finansial yang mereka alami. 

Ketika petani tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pupuk bersubsidi, mereka terpaksa 

mencari alternatif lain yang sering kali lebih mahal dan tidak terjangkau. Hal ini menyebabkan 

peningkatan biaya produksi yang berdampak langsung pada pendapatan mereka. Dalam banyak 

kasus, petani yang seharusnya mendapatkan pupuk dengan harga subsidi justru harus membeli dari 

pasar gelap dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam putusan nomor 562 

K/Pid.Sus/2018, terungkap bahwa petani di daerah tertentu mengalami penurunan hasil pertanian 

yang signifikan akibat kurangnya akses ke pupuk bersubsidi. Penurunan hasil ini tidak hanya 

mengurangi pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha pertanian mereka, 

yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di kalangan petani. 

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat kerugian finansial ini dapat memicu 

masalah sosial yang lebih besar, seperti migrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, yang 

pada akhirnya dapat memperburuk masalah urbanisasi dan kemiskinan di daerah perkotaan. 

Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya juga merupakan dampak serius dari praktik 

ilegal dalam penjualan pupuk bersubsidi. Ketika pupuk bersubsidi dijual secara ilegal, hanya 

segelintir petani yang mendapatkan akses, sementara banyak petani lainnya yang berhak justru tidak 

mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang mencolok di 

antara petani, di mana mereka yang memiliki koneksi atau kemampuan untuk membeli pupuk secara 

ilegal mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil yang tidak mampu terpaksa berjuang tanpa 

dukungan yang memadai. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga 

menciptakan ketegangan sosial di dalam komunitas pertanian. Komunitas yang seharusnya saling 

mendukung dalam upaya meningkatkan hasil pertanian justru terpecah belah akibat praktik-praktik 

ilegal ini, yang dapat mengarah pada konflik dan perpecahan di antara petani. Ketegangan ini dapat 

memperburuk hubungan antar petani, di mana mereka yang mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi 

secara ilegal mungkin merasa superior, sementara yang lainnya merasa terpinggirkan. Dalam jangka 

panjang, ketidakadilan ini dapat mengganggu kerjasama yang diperlukan untuk meningkatkan hasil 

pertanian secara kolektif, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan 

sektor pertanian. 
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Ancaman terhadap ketahanan pangan nasional juga menjadi salah satu dampak yang tidak 

bisa diabaikan dari tindak pidana ekonomi ini. Penurunan produktivitas pertanian akibat kurangnya 

akses ke pupuk bersubsidi dapat mempengaruhi pasokan pangan secara keseluruhan. Ketika petani 

tidak dapat memproduksi hasil pertanian yang cukup, hal ini akan berdampak pada ketersediaan 

pangan di pasar. Dalam konteks yang lebih luas, ketidakstabilan pasokan pupuk yang disebabkan 

oleh praktik ilegal dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan yang signifikan. Ketika pasokan 

berkurang, harga pangan akan meningkat, yang pada gilirannya akan membebani konsumen, 

terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada pangan lokal. Dengan 

demikian, dampak dari tindak pidana ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga 

oleh seluruh masyarakat yang bergantung pada ketahanan pangan nasional. Ketidakpastian dalam 

pasokan pangan dapat menyebabkan inflasi pangan, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan 

politik, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada pertanian sebagai sumber utama 

penghidupan(Anggraeni, 2022). 

Dampak jangka panjang dari praktik ilegal dalam penjualan pupuk bersubsidi terhadap 

sektor pertanian juga patut dicermati. Ketika petani terus-menerus mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem 

dan kebijakan pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Hilangnya kepercayaan ini dapat 

menyebabkan petani enggan untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, ketidakpastian yang dihasilkan 

dari praktik ilegal ini dapat menghambat investasi dalam sektor pertanian, karena petani merasa 

tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk 

meningkatkan hasil pertanian mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, yang pada akhirnya akan berdampak negatif 

pada ketahanan pangan nasional. Ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam teknologi pertanian 

yang lebih baik dan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat memperburuk situasi, menciptakan 

siklus kemiskinan yang sulit diputus. 

Dampak sosial dari ketidakadilan dalam distribusi pupuk bersubsidi juga sangat signifikan. 

Ketika petani merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil, hal ini dapat menimbulkan rasa 

frustrasi dan ketidakpuasan yang mendalam. Ketidakpuasan ini dapat memicu protes dan gerakan 

sosial di kalangan petani, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di daerah pedesaan. Selain 

itu, ketidakadilan ini dapat memperburuk hubungan antar petani, di mana mereka yang 

mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi secara ilegal mungkin merasa superior, sementara yang 

lainnya merasa terpinggirkan. Ketegangan ini dapat mengganggu kerjasama yang diperlukan untuk 

meningkatkan hasil pertanian secara kolektif, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi 

pertumbuhan sektor pertanian. Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpuasan ini dapat memicu 

gerakan sosial yang lebih besar, yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan 

ketidakstabilan di masyarakat. 

Dalam konteks yang lebih luas, dampak dari tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk 

bersubsidi juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Ketika pemerintah 

menyadari bahwa praktik ilegal ini merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan, mereka 

mungkin akan merespons dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat. Namun, jika kebijakan 

tersebut tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, maka upaya tersebut mungkin tidak 

akan berhasil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penegakan 
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hukum, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang mendukung akses yang adil dan merata 

terhadap pupuk bersubsidi bagi semua petani. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus 

mempertimbangkan kondisi di lapangan dan melibatkan partisipasi aktif dari petani. Hal ini akan 

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan dapat memberikan manfaat 

yang nyata bagi petani dan masyarakat. 

Secara keseluruhan, dampak dari tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi 

sangat kompleks dan saling terkait. Kerugian finansial bagi petani, ketidakadilan dalam distribusi 

sumber daya, ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, dan dampak jangka panjang terhadap 

sektor pertanian semuanya merupakan isu yang harus ditangani secara holistik. Penanganan yang 

efektif terhadap masalah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor 

swasta untuk menciptakan sistem distribusi pupuk yang lebih adil dan transparan. Dengan 

demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung kesejahteraan petani dan 

ketahanan pangan nasional, serta mencegah terulangnya praktik-praktik ilegal di masa depan. 

Upaya kolaboratif ini akan menjadi kunci untuk membangun sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan mampu menghadapi tantangan di masa depan, serta memastikan bahwa semua petani, terutama 

yang kecil dan rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya yang mereka butuhkan 

untuk bertahan dan berkembang(Marzuki, 2017). 

Peran dan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Ekonomi Terkait 

Pupuk Bersubsidi 

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam mencegah tindak 

pidana ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan penjualan pupuk bersubsidi. Kebijakan dan 

regulasi yang ada saat ini harus mampu memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak 

pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, analisis terhadap kebijakan yang ada sangat penting 

untuk memahami sejauh mana regulasi tersebut dapat mencegah praktik ilegal. Misalnya, regulasi 

yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi harus jelas dan tegas, sehingga semua pihak yang 

terlibat, mulai dari produsen hingga petani, memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, 

meskipun ada regulasi yang mengatur, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Banyak kasus 

menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, implementasinya di lapangan 

sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 

kurangnya sosialisasi mengenai regulasi tersebut kepada masyarakat, serta minimnya sumber daya 

yang dialokasikan untuk pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas regulasi ini 

sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar dapat mencegah tindak 

pidana ekonomi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi petani. 

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat berbagai contoh kasus yang menunjukkan 

keberhasilan dan kegagalan dalam menangani tindak pidana ekonomi terkait pupuk bersubsidi. 

Kasus-kasus yang berhasil menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum dilakukan dengan tegas 

dan konsisten, pelaku tindak pidana dapat dihukum dan praktik ilegal dapat diminimalisir. Sebagai 

contoh, dalam putusan nomor 562 K/Pid.Sus/2018, tindakan tegas terhadap pelaku yang menjual 

pupuk bersubsidi secara ilegal memberikan sinyal bahwa praktik semacam itu tidak akan 

ditoleransi. Namun, di sisi lain, terdapat juga banyak kasus di mana penegakan hukum gagal, sering 

kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, korupsi, atau kurangnya dukungan dari 

masyarakat. Faktor-faktor ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dan menciptakan 
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lingkungan di mana pelanggaran hukum dapat terus berlangsung tanpa sanksi yang berarti. Dalam 

beberapa kasus, meskipun ada bukti yang cukup untuk menindak pelanggar, proses hukum yang 

berlarut-larut dan kurangnya komitmen dari pihak berwenang sering kali membuat pelaku merasa 

aman untuk melanjutkan praktik ilegal mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam konteks ini agar 

dapat merumuskan strategi yang lebih efektif. 

Peran masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi dapat 

menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat yang terlibat 

aktif dalam proses pengawasan dapat membantu mendeteksi praktik ilegal dan melaporkannya 

kepada pihak berwenang. Contoh inisiatif masyarakat yang berhasil dalam mengawasi distribusi 

pupuk dapat dilihat dari beberapa daerah di mana kelompok petani membentuk organisasi untuk 

memantau distribusi pupuk bersubsidi. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, 

tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi informasi dan mendukung satu sama lain dalam 

mendapatkan akses yang adil terhadap pupuk. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan 

penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, karena masyarakat akan lebih peduli terhadap 

praktik-praktik ilegal yang merugikan mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam 

pengawasan juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan 

program distribusi pupuk bersubsidi, sehingga menciptakan sinergi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam upaya mencegah tindak pidana ekonomi(Fardiansyah, 2022). 

Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan distribusi 

pupuk bersubsidi, diperlukan rekomendasi yang jelas dan terarah. Pertama, pemerintah perlu 

memperkuat sistem pengawasan yang ada dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk 

masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Pengawasan yang lebih ketat dan transparan akan 

membantu mencegah praktik ilegal dan memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi petugas pengawas 

juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi dan menangani 

pelanggaran. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang ada, 

serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan. 

Kedua, perlu ada peningkatan sanksi bagi pelanggar hukum yang terbukti melakukan tindak pidana 

ekonomi terkait pupuk bersubsidi. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku dan 

mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya 

menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang 

pentingnya kepatuhan terhadap hukum. 

Rekomendasi lainnya adalah perlunya pengembangan sistem pelaporan yang lebih efektif 

bagi masyarakat untuk melaporkan praktik ilegal. Sistem pelaporan yang mudah diakses dan 

anonim dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan reperkusi. 

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kampanye kesadaran untuk mengedukasi petani dan 

masyarakat tentang hak-hak mereka terkait akses pupuk bersubsidi dan pentingnya melaporkan 

praktik ilegal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan tercipta budaya 

kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang ada. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi juga sangat penting 

untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui kolaborasi ini, semua pihak 
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dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian 

yang berkelanjutan dan adil. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku 

kepentingan, termasuk petani, distributor, dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan berbagai 

pihak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tindak pidana 

ekonomi dalam penjualan pupuk bersubsidi. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan, sehingga penegakan hukum 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta 

sistem distribusi pupuk yang lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan mendukung 

kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Proses evaluasi yang berkelanjutan juga akan 

membantu pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang terjadi di lapangan, 

sehingga kebijakan yang diterapkan selalu relevan dan efektif. 

Secara keseluruhan, peran dan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana 

ekonomi terkait pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan 

melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan praktik ilegal dapat diminimalisir. 

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan sinyal bahwa pelanggaran 

hukum tidak akan ditoleransi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta 

lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan adil, serta 

memastikan bahwa semua petani, terutama yang kecil dan rentan, mendapatkan akses yang adil 

terhadap pupuk bersubsidi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. 

Dengan demikian, upaya untuk mencegah tindak pidana ekonomi dalam penjualan pupuk 

bersubsidi tidak hanya akan memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat secara 

keseluruhan, dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia.  

 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam penjualan pupuk bersubsidi 

memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan 

nasional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup 

perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pengawasan. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta 

melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan praktik ilegal. Selain itu, penting untuk melakukan 

kampanye kesadaran yang mendidik petani tentang hak-hak mereka dan pentingnya melaporkan 

praktik ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan adil, serta memastikan bahwa semua petani, 

terutama yang kecil dan rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap pupuk bersubsidi yang 

mereka butuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Melalui upaya bersama antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan masalah ini dapat diatasi secara efektif dan 

berkelanjutan. 
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